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BUPATI WAJO  

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI WAJO 

NOMOR 49 TAHUN 2018 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO 

NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN 

KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WAJO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58 

Ayat (5), maka perlu membentuk Peraturan Bupati 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia           

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007          

tentang Penataan Ruang 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 2007  

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725 ); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 
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5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015      

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016  Nomor 101, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5883);  

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 

tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 172); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9    

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo         

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Wajo Tahun 2016 Nomor 9);  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12   

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  

Kabupaten Wajo Tahun 2012 – 2023 (Lembaran 

Daerah Tahun 2012 Nomor 66); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10  

Tahun 2015 tentang Perlindungan & Pengelolaan 
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Lingkungan  (Lembaran Daerah Tahun 2015     

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

WAJO NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Bupati adalah Bupati Wajo. 

2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

3. Rumah tradisional bugis yang selanjutnya disebut bola aju adalah 

rumah panggung yang dibangun dengan material kayu. 

4. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, 

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah 

yang layak huni. 

5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas 

lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 

6. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang 

terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. 

7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. 

8. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 

kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 
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9. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 

dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat. 

10. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari 

tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh baru. 

11. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas 

bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 

12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 

perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 

13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman, dan nyaman. 

14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 

budaya, dan ekonomi. 

15. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 

lingkungan hunian. 

16. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah 

penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

17. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah 

sebidang tanah yang merupakan bagian dari Kasiba ataupun berdiri 

sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana 

lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan 

tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan 

lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang. 

18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung  yang selanjutnya disingkat IMB 

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada 

pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 
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19. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang 

melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. 

20. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 

21. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara 

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman. 

22. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang 

menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya 

ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang 

sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang 

ingin dicapai bersama. 

23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya di singkat RDTR adalah 

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 

24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya di singkat KDB adalah 

nilai prosentase yang diperoleh setelah membandingkan luas lantai 

dasar dengan luas tanah.  

25. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah salah satu 

status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasikan 

peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit.  

26. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya di singkat 

RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan 

yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, 

penataan bangunan dan lingkungan, serta memuatt materi pokok 

ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan 

panduan rancangan, rencana investasi.  

27. Tipologi adalah pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. 

Pasal 2 

Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

dirumuskan dalam rencana penanganan sebagai berikut :  

a. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

pemukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha dibebankan pada APBD 

Kabupaten/Kota; 
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b. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

pemukiman kumuh  dengan luas 10-15 Ha dibebankan kepada APBD 

Provinsi; dan 

c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

pemukiman kumuh dengan luas 15 Ha atau lebih dibebankan pada 

APBN. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Wajo. 

 Ditetapkan di Sengkang                                                                        

pada tanggal,  23 Juli  2018 

         BUPATI WAJO, 

                TTD 

ANDI BURHANUDDIN UNRU 

Diundangkan di Sengkang                                                                                      

pada tanggal, 23 Juli 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, 

                     TTD 

                ANDI TENRILIWENG 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  Sekretariat Daerah Kab. Wajo  

     Kabag Hukum dan HAM 

          TTD 

      Hj. ANDI KHAERANI, SH 

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2018 NOMOR 49 




